SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI GUNUNG MAS,
bahwa untuk tertib administrasi dan tertib
penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten
Gunung Mas, perlu menetapkan pedoman
pelaksanaan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97,
Pasal 99 ayat (8) dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun
2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan
Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa



kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Murung Rava, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 180};

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286},



10.

i1

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pewmeriniahan  Dacralr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah Dbeberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657):

Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
{COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman vang Membahavakan Perckonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor <7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 lentang Cipla
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573).



12,

13.

14

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3339):

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang  Tata  Cara  Penvitaan dalam  rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 40-495:

Peraturan  Pemerintah Nomor 1306 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang
Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 248. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4050):

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
indoncsia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 2010,
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanlaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161},

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah vang Dipungut Berdasarkan
Penctapan Kepala Daerah atau Dibayvar Seadirt Oleh
Wajih Pajak {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3179);



Mcnetapkan

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

19,

20.

21.

Tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tata cara
Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041):

Peraturan Menteri Kcuangan Republik Indonesia
Nomor 208/PMKk. 07/2018 tentang Pedoman
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan
Perkotaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11
Tahun 2018 tentang Pajuk Daerah (Lemmbaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Dacrah [Kabupaten Gunung
Mas Nomor 260.a) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun
2018 tentang Pajak Daeralhh (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 289,
Tambahan Lembaran Dacrah Kahupaten

Gunung Mas Nomor 289 .a);

22. Peraturan Daeraly Kabupaten Gunung Mas Nomor 7

Tahun 2019 t{entang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Rabupaten Gunung Mas Tahun
2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN.



BAB 1
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini vang dimaksud dengan:

1.
2.

Lo

10,

11.

Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjuinya disebut Bapenda
adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Dacerah Kabupaten
Gunung Mas.,

Kas Daerah adalali Kas Milik Pemerintah Daerah vang
ditunjuk oleh Bupati.

PPajak Dacrah, vang sclanjutnva disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnyva
kemakmuian rakyalt.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan vang
selanjutnya di singkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan vang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh  orang  pribadi atau Badan untuk
sektor perkotaan kccuali kawasan vang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan,
Bumi adalalhh permukaan bumi vang meliputi tanzh  dan
perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

Hari adalah waktu dari pagi sampai pagi lagi (vaitu satu edaran
bumi pada sumbunya, 24 jam).

Hari kerja adalah hari vang merujuk pada hari dimana operasi

hisnis normal dilakukan.



12.

13.

14,

15.

16.

17,

18.

19.

Nilai Jual Objek Pajak, vang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata vang diperoleh dari transaksi jual beli
vang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi
jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain vang sejenis, alau  nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau [Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, vang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya 1 (satu)
tahun kalender,

Pajak yang terutang adalah pajak vang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
Bagian Tahun Pajak sesuait dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah,

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnva disingkat
SPOP, adalah surat vang digunakan oleh Wajib Pajak untulk
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, vang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat vang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
vang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, vang selanjutnva disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak vang terutang.

Surat Sectoran Pajak Dacrah. vang sclanjutnva disingkar
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yvang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke Lkas umum daerah melalui

tempat pcmbayaran vang ditunjuk oleh Bupati.

. Surat Tagihan Pajak .aerah, vang selanjutnya disingkat

STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda %



21.

22.

23.

24,

25,

20.

27.

28.

Surat Keputusan Keberatan adalah  surat keputusan atas
keheratan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan
atau pemungutan olch pihak ketiga vang digjukan oleh Wajib
Pajak.

Banding adalah upaya hukum vang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpanjakan yvang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
alas  banding terhadap Suratl Keputusan Keberatan vang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Pemungutan adalah swuatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti vang dilaksanakan
secara objektif dan  profesional Dberdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dacrah dan/atau untuk twujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah,

Penvidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyvidik untuk
mencari  serta mengumpulkan  bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan d: -ah vang
terjadi serta menemukan tersangkanva.

Subjek Pajak adalah Subjek Pajak adalah orang pribadi atau
badan vang dapat cikenakan pajak.

Ohjek Pajak adaiah sumber pendapatan yvang dikenakan pajak.



29. Lampiran Surai Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP} adalah

formulir vang dipergunakan oleh subjek pajak atau wajib

pajak untuk melaporkan data rici objek pajak.

30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan vang selanjutnva

disingkat BPHTE adalah pajak atas perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan.

BAB I
RUANG LINGKUDP
Pasal 2

(1) Tata cara pemungutan PBB dalam peraturan ini meliputi:

(2)

a.
b.

[

d.

tata cara pendaftaran ohbjek PBB-P2;

tata cara pendataan dan penilaian objek PBB-P2;

tata cara penclapan objek pajak dan penerbitan SPPT PBB-
P2;
tata cara pembayaran PBB-P2;

tata cara mutasi sebagian / seluruhnya objek dan subjek
PBB;

tata cara penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB-P2;

tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
PBB-P2 dan pembetulan @ .u pembatalan SPPT, SKPD PBB-
P2, dan STPD PBB-P2 vang tidak benar;

tata cara pericntuan kembali tanggal jatuh tempo:

tata cara pengembalian kelebihan pembayvaran dan
kompensasi  PBB-P2;

tata cara pengurangan PBB-P2;

tata cara penagihan PBB-P2;

lala cara pengajuan keberatan PBB-P2. dan

. tata cara pemberian informasi PBB-P2;

tata cara perumusan kembali tanggal jatuh tempo;
tata cara pengambilan kelebihan pembayaran dan

kompensasi PBB-P2.

Pendaftaran objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a adalah pendaftaran objek pajak PBB-P2 yang belum

rdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah.
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(3) Pendataan dan penilaian objek pajak secbagaimana dimaksud
pada avat {1} huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis
data PBB-P2 vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(4} Penetapan obvek pajak Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ adalah proses penerbitan
berdasarkan cetak masal PBB-P2 atau berdasarkan pendaftaran
langsung wajib pajak.

(5) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf

¢ adalab proses pembavaran PBB-P2 vang dilakukan oleh Wajib
Pajak melalui Tempat Pembayaran vang ditunjuk oleh
Pemerintah vang harus dilunasi paling lambat 6 {enam) bulan
scjak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak.

{6} Mutasi objek/subjek pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul e adalah perubahan atas data objek/subjek pajak vang
diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah. dan lain-lain.

(7) Pencrbitan salinan SPPT/SKPD schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f adalah proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai
pengganti SPPT/SKPD yang bilang/belum diterima wajib pajak.

(8) Pcembatalan dan/atau Pembetulan SPPT/SKPD/STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bhuruf g adalah proses
penerbitan Keputusan  Pembatalan dan/atau Pembetulan
SPPT/SKPD/STPD sebagal akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD
vang tidak benar sebagai akibat kesalaban tulis, dan/atau
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan dacrah.

(9) Pengurangan PBB-P2 Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf j adalah pemberian pengurangan pembayaran atas
permohonan wajily pajak terhiadap helelapan PBB vang terutang.

(10} Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf k
adalah tata cara penagihan wajib pajak vang tidak dibayar atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

(11) Pemberian informasi PBB-P2 schagaimana dimaksud pada ayvat
(1) buwuf 1 adalah pemberian  informasi PBB-P2 atas

permohonan wajib pajak.
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BAB I
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2
Bagian Pertama
Tata cara Pendaftaran Ohjek PBR-P2

Pasal 3

(1} Pendaftaran objek PBB-P2 baru, dilakukan oleh subjek pajak

atau wajib pajak dengan persyaratan schagai berikut :

a.

I3,

h,

mengajulkan  permohonan secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia vang ditujukan kepada Bupati melalui Bapenda

Kabupaten Gunung Mas;

mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan

lengkap;

mengisi formulir yang telah disediakan:

wajib  Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Lkolom

vang tersedia dalam SPOP;

surat permohonan dan SPOP rermasuk LSPOP sebagaimana

dimaksud pada hurul a dan huruf b, ditandatangani olch

subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani

oleh bukan subijek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri

dengan Surat Kuasa;

sitrat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan

kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja

terhitung sejak diterimanva SPOP oleh subjek pajak atau

kuasanva;

ketetapan PBB-P2 dikenakan maksimal & Tahun, atau

berdasarkan buliti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan

tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain vang sejenis);

melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. fotokopi KTP atau identitas diri lainnva; dan

2. fotokopi Dbukti kepemilikan/penguasaan/pemanlaatan
tanah (sertifikat / AJB / Girik / dokumen lain vang

sejenis);



i. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki
bangunan:
1. fotokopi Nomor Pokol Wajib Pajalk;
2. fotokopi S8B/S5PD BPUTRE: dan
3. surat Keterangan Tanah dari Lurah/Kepala Desa vang
diketahui oleh Camat setempat.
(2) Ketentuan proscdur pendaftaran objek pajak PBB-P2 dijabarkan
lebih lanjut dalam lampiran | vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek PBB-P2
Paragraf 1
Tata Cara Pendalaan Ohjek PBB-P2
Pasal 4
(1} Pendataan ohjck dan subjck PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda
dengan menuangkan hasilnyva dalam {ormulir SPOP.
(2] Pendataan objeck dan subjek PDBRB-P2 schagaimana dimeaksud
pada avat (1} dapat dilakukan dengan cara :
a. penvampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
b. identifikasi objek pajak;
c. verifikasi data objek pajak; dan
d. pengukuran bidang objck pajak.
(3) Ketentuan mengenai Pendataan Ohjek PBB-P2 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [l yvang mecrupakan bagian fidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragral 2
Tata Cara Penilaian Objek PBB-P2
Pasal 5
(1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda bailk secara
massal maupun secara individual dengan menggunakan
pendekatan penilatan vang telah ditentukan,
{2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan Nilan Jual Objek Pajak

(NJOP).



(3)

(2)

{2)

(1)

(2)
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Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada avat {2} diatur lebith lanjut dengan Peraturan kepala
Daerah.
Pasal 6
Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1)
dapat berupa:
a. penilaian massal tanah:
b. penilaian massal bangunan dengan menyusun (DBKB) Daftar
Biaya Kompunen Bangunan objek pajak standar; dan
¢. penilaian massal bangunan dengan menvusun (DBKB) Daftar
Biaya Kompunen Bangunan objek pajak non standar.
Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian objek PBB-P2 secara
massal  sebagaimana tercantum dalam Lampiran lil yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraiuran Bupati ini.

Pasal 7

Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 avat (1] dapat berupa :

a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan
pendekatan data pasar:

o pentlaian individual baik untuk tanah naupun bangunan
dengan pendekatan biava; dan

c. penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan
pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian objek PBB-P2 sccara

individual tercantum dalam lampiran 1l bagian vang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pcnctapan Objek Pajak dan Penerbitan SPPT PBB-P2
Pasal 8
SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh
Bupati atau Pejabat vang ditunjuk.
Dalam ranglka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas,
khususnya vang terkait dengan penandatanganan SPPT PBI3-P2,

maka penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan:
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a. cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
b. cap dan Cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak
dibawah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
(3} SPPT PBR-P2 dapat diterbitkan melalui :
a. Pencetakan massal;
b. Pencetakan dalam rangka :
1. Pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
2. Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas
keputusan keberatan. pengurangan atau pembetulan;
3. Tindak lanjut pendaftaran objck pajak haru; dan
4. Mutasi objek dan/atau subjek pajak.
(4) Ketentuan lebih rinci mengenai Penetapan PBB-P2 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV bagian vang tidak terpisahkan

dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran PBB-P2
Pasal 10

(1} Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnyva 6 (enam)
bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) PBB-P2 oleh wajib pajak.

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi
selambat-lambammya 1 (satu) bulan scjak tanggal diterimanya
SKPD oleh wajib pajak.

{3) Pajak vang terutang vang pada saat jatuh tempo pembayvaran
tidak dibayar atau kurang dibavar, dikenakan denda
administrasi sebesar 2% (dua persen) schbulan. vang dihitung
dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembavaran untuk

Jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 11
. ajak vang terutang dapat dibayvar melalui Bank atau tempat lain

vang ditunjuk oleh Bupati, atau melalui Petugas Pemungut.



(1)

(1)

(2)
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Pasal 12
Pembayaran pajak terutang melalui Bank atau tempat lain vang
ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dapat dilakukan secara langsung ke tempal pembavaran vang
ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap
sah apabila telah dilakukan kliring.
Wajib Pajak mencrima STTS schagai bukti telah melunasi
pembayaran PBB-P2 dari Bank atau tempat lain vang ditunjuk
oleh Bupati,
Banlk atau tempat lain vang ditunjuk oleh Bupati berkewajiban
mengirimkan  STTS  kepada  &jilb pajak  vang melakukan

pembayaran PBB-P2 melalui kiriman uang/transfer.

Pasal 13

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal i1 dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

a. wajib pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui
petugas pemungul selanjutnva petugas pemungut vang
menerima  setoran pembayaran PBB-P2 dari Wajily Pajak
menyetorkan ke Bank atau tempat lain vang ditunjuk
oleh Bupati pada hari vang sama: dan

b. wajib pajak menerima STTS sebagai bukti pembayvaran
PBB-P2 vang sah dari Tempat Pembayvaran melalui petugas
pemungut.

Ketentuan lebih rinci mengenai pembavaran PBB-P2 tercantum
dalam Lampiran V bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan

Peraturan Bupati ini.
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Bab 1]

Bagian Kelima

Tata cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek dan Subjek PBB-P2

(1)

(2)

(3)

Pasal 15
Atas dasar pengalihan objek PBB-P2, wajib pajak dapat
mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek
dan subjck PBB-P2,
Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB-P2,
mcliputi ;
a. surat permohonan mutasi;
b. bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
c. buktilunas pbb 5 tahun sebelumnya:
d. mengisi SPOP dan LSPOP;
fotokopi SSB/SSPD BPHTR;
fotokopi identitas kepemilikan KTP/SIM:

e

g. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah
(sertifikat / AJB / girik / dokumen lain vang sejenis):

h. surat pengantar dari lurah; dan

1. surat kuasa {apabila dikuasakan).

Penyelesalan mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-P2

melalut  penelitian  kantor/lapangan dan penuangan dalam

Berita Acara melalui proses pemutakhiran data

CGcografis/Bidang.

Bagian Keenam
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT SKPD PBB-P2
Pasal 16
Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebal lain, wajiby Pajuk
dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD
PBB-I2 sccara perorangan ataupun sccara kolektif ke
BAPENDA Kabupaten Gunung Mas.
Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT/SKPD
PBB-P2 antara lain ;
a. surat Permohonan Penerbitan Salinan;
L. suratl pengantar dari Kelurahan;

c. STTS lunas PBB-P2 5 Tahun schelumnya;
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d. kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM; dan

e. surat Kuasa {apabila dikuasakanj.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi PBB-P2 dan Pembetulan atau Pembatalan
SPPT, SKPD PBB: P2, dan STPD PBB-I’2 vang tidak benar

Pasat 17
Bupati atau Pejabat vang ditunjuk karena jabatan atau atas
permohonan Wajibh Pajak dapat;
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2
yvang dikenakan karena kekhilafan: dan
. membetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD PBB-P2 alau

STPD PBB-P2 vang tidak benar.

Pasal 18
Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf «,
permohonan dilampiri dengan .
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa
Wajih Pajak dalam hal dikvasakan: dan
b. dokumen pendukung vang dapat menunjukkan bahmva denda
administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajitb Pajak atau

bulkan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 19
Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT, SKPD PBB-P2.
alau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b,
permohonan dilampiri dengan :
a. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau Fotokopi identitas kuasa
Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
b. dokumen pendukung vang dapat menunjukan bhahwa SPPT,

SKPD FT3-P2 atau STPD PBB-P2 tidak benar;



C.

(1)

{2)
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Fotokopt surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2
tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah
mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2; dan/atau

Fotokopi Bukti Lunas PBB-P2 5 Tahun sebelumnya.

Pasal 20

Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-
P2, yang  tidak benar secbagaimana dimaksud datam Pasal 18
huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT
dapat juga diajukan secara kolektif.
Persyaratan permohonan pemnbatalan SPPT/SKPD PBB-P2 dan
STPD antara lain :
a. mengajukan permohonan pernbatalan;
b. surat pernyataan dari pemohon atas dan sebab pembatalan

dengan bermaterar;

surat kuasa (apabila dikuasakan): dan
d. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas kuasa

wajib pajak dalani hal dikuasakan.

Bagian Kedclapan
Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
Pasal 21

Atas dasar keterlambatan diterimanva SPPT PBB-P2 tahun
benalan wajib pajak dapat mengajukan permohonan
penentuan kembali tangpal jatuh tlempuo.
Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan
dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. SPPT PBB-P2 vang sudah diterima vang dilengkapi dengan

tanggal bukti penerimaann;
b. Surat Kuasa {apabila dikuasakan); dan
c. fotokopi identitas Wajib Pajak atau {otokopi identitas kuasa

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan,



(1)

(51

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pengembalian Kelebibhan Pembayvaran dan
Kompensasi PBB-P2
Pasal 22

Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terhutang wajib pajak
dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pcmbayaran atau kempensasi PBB-P2 Kepala Dacrah.
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan scjak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimalksud pada ayat pada ayat
(1) harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian  pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu)} bulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Pajak tersebut.
Pengembalian  kelebihan  pembayara Pajuk  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 {dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDLE.
Jika pengembalian kelebthan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala Daerah memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan
pengembalian kelebithan pembayvaran Pajak.
Pengajuan perniohonan pengembalian kelebitlan pembayaran
disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan
schagat berikut :
a. STTS asli dan STTS fotokopi:
b. Bukti lunas PBB-P2 5 tahun sebelumnya,

Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
d. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotckopi identitas kuasa

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

e. Nomor rekening atas nama wajib pajak.



(8) Pemberian  kompensasi  PBB-P2  diberikan  berdasarkan

(2)

permohonan dart wajib pajak untuk pajak terhutang dan

pajak tahun berjalan dengan dilengkapi :
a. STTS asli dan STTS {otokopi;

b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopt identitas kuasa

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan:

d. Surat Permchonan Kompensasi.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pengurangan PBB-P2
Pasal 23

Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan  kepada wajib pajak

karena :

a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannva dengan

subjek pajak; dan

b. karena sehab-sebab tertentu lainnva dalam hal objck pajak

terkena bencana alam atau sebab lain vang luar biasa,

kondisi tertentu wajib pajak vang ada hubungannva dengan

subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

adalah sebagai berikut ;

a. untuk wajib pajak orang pribadi melipufl

1)

2

=

9

objek pajak pribadi dan subyek pribadi anggota veteran
pejuang kemerdckaan janda atau dudanva:

lahan objek pribadi merupakan lahan
pertanian/perikanan  dengan penghasilan rendah:

para pensiunan vang tidak mempunyal penghasilan lain
dan terbatas;

objek pribadi untuk masyarakat tidak mampu;

objek pajak vang wajib pajaknva orang pribadi vang
penghasilannya rendah yvang nilai jual objek pajaknya
permeter perseginva  meningkat akibat  perubahan

linglkungan dan dampak positip pembangunarn.

b. untuk wajib pajak badan vang mengalami kerugian dan

kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnva sehingga tidak

dapal memenuhi kewajiban.



Pasal 24
(1} Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan
kepada wajib pajak atas PBB-P2 vang terutang vang tercantum
dalam SPPT atau SKPD PBB-P2.
(2] PBBB vang terutang vang tercantum dalam SKPD PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak

ditambah dengan denda administrasi,

Pasal 25

Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat

diberikan :

a. Sehesar paling tinggi 75 "o dari PBB-P2 vang terutang dalam hal
kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avat (1)
huruf a;

b. Sebesar paling tinggi 100 “o dar PBB-P2 vang terutang dalam
hal objck pajak terkenma hencana atam atau kejadian luar biasa
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.

c. Kepala Dacrah menerbitkan surat keputusan Kepala Daerah

untuk persefujuan pengurangan PBR-2.

Fasal 26

(1} Pengurangan PRBI3-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 herdasarkan permohonan wajib pajak.

(2) Permohonan pengurangan PBB-P2 terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). dapat diajukan oleh masing-masing
wajib pajak atau secara kolektif,

{3) Permohonan pengurangan sccara kolektif diberikan bagi wajib
pajak  orang  pribadi yvang mengalami hondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avat (2] huruf a dengan
batas maksimal PBDB-1"2 terutang kescluruhannyva sebesar Rp.
100.000.000.- {seratus juta rupiah).

{4} Untuk wajib pajak berbentuk badan hukum vang mengalami
kondisl tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avat (2)
hurut b dengan batasun kerugian keuangan atau likuiditas

keuangan diatas Rp. 100.000.000.- {seratus juta rupiah},
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Pasal 27

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi

persvaratan:

a. satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD PBB-P2;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya perscentase pengurangan vang dimohon
disertai alasan vang jelas:

c. diajukan kepada Kcpala Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten
Gunung Mas;

d. melampirkan fotokopi SPPT/SKPD PBI-P2 vang dimohon
pengurangan;

e. permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak  dilampiri
dengan Surat Kuasa.

f. digjukan dalam waktu :

1. tiga bulan sejak diterimanya SPPT PBB-P2:

2. satu bulan sejak diterimanva SKPD PBI3-P2;

3. satu  bulan terhitung sejak diterimanva Keputusan
permohonan  keberatan;
tiga hulan terhitung sejak terjadinya hencana alam; dan
paling lambat tiga bulan terhitung sejak terjadinva kejadian
luar biasa.

g. Tidak mempunyvai tunggakan atas tunggakan pajak 4 tahun

sebelumnya;

Pasal 28

Permohonan Pengurangan sccara kolektil dapat diajukan dengan

persyaratan ;

a. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dalam tahun
yang sama,;

b. diajukan  secara tertulis dalam  bahasa  lodonesia  dengan
besaran persentase pengurangan yang dimohonkan kepada
Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas;

c. diagjukan melalui pengurus legiun veteran atau organisasi

terkait Iainnya vang diketahui oleh Lurah setempat;



(1}

(3)

(1)

dilampiri fotokopi SPPT vang dimohon pengurangan;
diajukan dalam jangka waktu :
1. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung scjak tanggal

diterimanya SPPT:

2. paling lambat 3 (tiga} bulan sejak terjadinva bencana alam

atau kejadian luar biasa.
tidak moemiliki tunggakan PBB-P2 tahun sehclumnya. Secjak
dimobonkan pengurangan kecuali dalam hal objck pajak
terkena benecana alam atau scbab lain yang luar hiasa; dan
tidak sedang diajukan permohonan keberatan atas SPPT vang

dimohon pengurangan.

Pasal 29

Permohonan pengurangan vang tidak memenuhi persyaratan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dianggap
bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan, Kepala Bapenda dalam waktu paling lama 1
(satu} bulan sejak  permohonan it ditcerima harus
memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang
mencdasar kepada, wajib pajak atau kuasanya cdalam hal
permohonan diajukan secara perseorangan.

Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan
pertimbangan wajib pajak dapat mengajukan kemnbali sepanjang

persyaratan telah terpenuhinva.

Pasal 30

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa
mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan
wajib pajalk.

Keputusan sebhagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian.

Wajib pajak yang sudah diberikan Keputusan pengurangan tidak
dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT

atau SKPD PBB-P2 yang sama.
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Pasal 32
(1} Surat Paksa Dberkepala kata-kata "DEMI  KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyal

kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yvang sama

dengan putusan pengadilan vang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
(2) Surat Paksa diterbitkan apabila :

a. penanggung Pajak tidak melunasi uwtang pajak dan
kepadanyva tetah diterbitkan Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain vang sejenis;

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan
seketilia dan sekaligus; atau

c. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran datau
penundaan pembavaran pajak.

(3) Ketentuan lebih rinci mengenai penagihan PBB-P2 tercantum
dalam Lampiran VIl bhagian yvang tidak rterpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas
Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB-P2
Pasal 33
(1) Keberatan PBB-P2 dapat diajukan atas :
a. 3PPT PBB-P2; atau
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBR-P2 (SKPD PB3B-P2).
(2) Keberatan dapat diajukan dalam hal :

a. wajib Pajak Dberpendapat bahwa luas objek pajak bunii
dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi
dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya:
dan/atau

b. terdapar perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB-
P2.



Pasal 34

(1) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

avat (2) harus memenuhi persyaratan :

a.

satu surat Keberatan untuk 1 (satu] SPPT PBB-PZ2 atau
SKPD PBB-P2;

diajukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia:

diajukan kepada Bapenda:

dilampiri asli SPPT atau SKP PBB-P2 vang diajukan
Keberatan,

dikemukakan jumiah PBB-P2 vang terutang menurut
penghitungan Wajib Pajak disertal dengan alasan vang
mendukung pengajuan Keberatannva:

diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga} bulan sejak tanggal
diterimeanya SPPT a . I (salu) Dbulan sejak tanggal
diterimanva SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau
kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi  karena  keadaan di  luar
kekuasaannva; dan

surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam
hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak

harus dilanipivt dengan Surat Kuasa.

(2) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar

untuk memproscs surat Keberatan adalah tanggal terima surat

Keberatan yvang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak

atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelavanan,

Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayvat (1) huruf e pengajuan Keberatan disertai

dengan .

a,

Iy.

d.

fotokopt identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa
Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

fotokopi bukti kepemilikan tanah:

fotakopi [jin Mendirikan Bangunan {IMB), dan/atau

fotokopi bukti pendukung lainnva,



(1)

(3)

(4
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Pasal 35
Pengajuan Keberatan yvang tidak memenuh) persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 avat (1) dianggap
bukan sebagai surat Reberatan schingga tidak dapat
dipertimbangkan.
Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan
schagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dalam jangka
waktu paling lama 30 {tiga puluhj hari kerja secjak tanggal
penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat {2), harus memberitahukan secara tertulis
disertai alasan yvang mendasari kepada Wajib Pajak atau
kuasanya.
Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dilnakst  pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat
mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka
waktu schagaimana dimaksud dalam Pasal 34 avat (1) huruff.
Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan
keberatan vang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
cdimaksud dalam Pasal 24 avat (3) paling lama 3 (tiga) bulan
sejak Keputusan diterima dengan dilampirkan salinan Surat
Nep  asan keberatan tersebut.
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada avat (1)
menangguhkan kewajiban memhavar Pajak sampai dengan 1
(satu) bulan scjak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Ketentuan lebih rinci mengenai pengajuan keberatan PBB-P2
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI agian  lidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Tata Cara Pemberian Informasi PBB-P2

Pasal 36

{1} Atas dasar kebutuhan informasi wajib pajak melalui fungsi

pelavanan dapat meminta informasi kewajihan

perpajakannya.
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(2) | kewajiban perpajakannya meliputi print lunas tunggakan dan
Surat keterangan atas NJOP Bumi dan Bangunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 15 Juli 2021

BUPATI GUNUNG MAS,
TTD

, JAYA SAMAYA MONONG
Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021
NOMOR 560

Salinan sesuai dengan asli nya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 19700617 200501 1 007
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LAMPIRAN 1
PERAT BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ” TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

A. Gambaran Umum
Dalam prosedur pendaftaran objek pajak ini, wajib pajak
merupakan pihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya
sendiri. Proses pendaftaran dilakukan melalui fungsi pelayanan di
Bapenda yang kemudian akan meneruskan data dari wajib pajak ini
ke fungsi pendataan.
B. Pihak Terkait
1. Wajib pajak
Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/
atau bangunan.
2. Fungsi pelayanan
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP/LSPOP) sebagai media wajib pajak mendaftarkan
objek pajak mereka. Fungsi pelayanan akan memproses registrasi
objek pajak yang dilakukan wajib pajak hingga meneruskan data
tersebut ke fungsi pendataan.
3. Fungsi pendataan
Merupakan pihak yang menerima data mengenai objek pajak yang
didaftarkan wajib pajak melalui fungsi pelayanan. Fungsi
pendataan juga akan melakukan tindak lanjut jika SPOP
bermasalah. Kemudian, data yang telah diperiksa akan disimpan
baik dalam arsip maupun basis data.
C. Langkah-Langkat Teknis
Langkah 1
Fungsi pelayanan mempersiapkan SPOP/LSPOP, tanda
terima penyampaian SPOP (dua lembar) serta tanda terima
pengembalian SPOP (dua lembar
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Langkah 2

Wajib pajak datang ke Fungsi Pelayanan untuk mengambil
SPOP. Ketika mengambil SPOP, wajib pajak harus menandatangani
kedua lembar tanda terima penyampaian SPOP. Lembar pertama
dokumen ini akan disimpan oleh wajib pajak sementara lembar
keduanya disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.
Langkah 3

Wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fungsi
pelayanan memberikan tanda terima pengembalian SPOP untuk
ditandatangani wajib pajak. Lembar pertama akan diberikan kepada
wajib pajak sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip fungsi
pelayanan.
Langkah 4

Fungsi pelavanan menyiapkan daftar penyampaian dan
pengembalian SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh wajib
pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu,
pengembalian SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak juga terpantau
dengan adanya daftar ini.
Langkah 5

Fungsi pelayanan menyerabkan SPOP yang telah diisi ke
fungsi pedataan untuk diteliti. Jika SPOP bermasalah, fungsi
pendataan akan melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPOP
tersebut tetapi jika tidak, SPOP dapat langsung disimpan ke dalam
arsip serta basis data SPOP. SPOP Yang bermasalah juga akan
disimpan ke dalam arsip dan basis data SPOP setelah revisinya

selesai.

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR \% TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

PROSEDUR PENDATAAN OBJEK PAJAK

A. GAMBARAN UMUM
Dalam prosedur pendataan objek pajak ini, fungsi pendataan

Bapenda mengumpulkan data objek pajak secara langsung ke

lapangan. Fungsi pendataan secara aktif melakukan berbagai hal

seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan

data-data tersebut bersama fungsi pengolahan data.

B. PIHAK TERKAIT

1. WAJIB PAJAK
Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/
atau bangunan.

2. FUNGSI PENDATAAN
Merupakan bagian dari organ Badan Pendapatan Daerah yang
mengumpulkan data objek pajak langsung ke lapangan. Tahapan
yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data ke
lapangan hingga penyimpanan data - data yang berhasil diperoleh
ke dalam arsip.

3. APARAT KELURAHAN/DESA
Aparat Desa/Kelurahan membantu fungsi pendataan untuk
memberikan stiker/tanda Nomor Objek Pajak (NOP) dan
SPOP/LSPOP kepada wajib pajak serta mengembalikan
SPOP/LSPOP yang telah diisi wajib pajak kepeda fungsi
pendataan.

4. FUNGSI PENGOLAHAN DATA
Salah satu fungsi dalam Badan Pendapatan Daerah ini akan
merekam data — data objek pajak dari fungsi pendataan ke dalam

basis data mereka.
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C.LANGKAH - LANGKAH TEKNIS
LANGKAH 1

Fungsi pendataan melakukan penelitian pendahuluan

sebelum turun ke lapangan dan mengumpulkan data mengenai objek
pajak secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh dari
penelitian pendahuluan terdiri dari luas wilayah, perkiraan luas
tanah yang dapat dikenakan PBB, luas tanah dan bangunan yang
sudah dikenakan PBB, jumlah penduduk, serta jumlah wajib pajak
yang sudah terdaftar.
LANGKAH 2

Fungsi pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data
dan informasi tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk
menyusun organisasi pelaksana pengumpulan data objek pajak
dilapangan. Setelah itu, fungsi pendataan akan menyediakan sket,
peta desa/ kelurahan dan sarana pendukung.
LANGKAH 3

Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk

memperoleh data objek pajak. Bersamaan dengan langkah ini, fungsi
penilaian melakukan pekerjaanya (dijelaskan dibagian penilaian).
Terdapat 4 (empat) alternatif untuk memperoleh data wajib pajak,
yaitu:

3.1. Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP

- Fungsi pendataan membuat sket/ peta blok berdasarkan
sket, peta desa/ kelurahan. Sket/ peta blok ini kemudian
akan digunakan untuk membuat sket letak relatif bidang
objek pajak dan kelengkapan administrasi, fungsi pendataan
akan memiliki daftar sementara daftar objek dan subjek pajak
serta sket letak relatif bidang. Daftar sementara data objek
dan subjek pajak ini akan disimpan didalam arsip.

- Fungsi pendataan akan memberi Nomor Objek Pajak (NOP)
terhadap objek pajak yang didata dan juga mengedintifikasi
kumpulan objek pajak tersebut berdasarkan batas Rukun
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
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3.2. Mengukur Bidang Objek Pajak

Berdasarkan sket, peta desa/ kelurahan serta sket relatif
bidang, fungsi pendataan mengukur batas - batas objek pajak
dan menempelkan stiker NOP di bangunan yang sudah
diukur.

Fungsi pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek
pajak yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut
kepada wajib pajak.

wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka
kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib
pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

3.3. Mengidentifikasi Objek Pajak

Berdasarkan sket, peta kelurahan serta sket relatif bidang,
fungsi pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan
memberi NOP berdasarkan data tersebut.

Fungsi pendataan mengisi data objek pajak dan wajib pajak
pada SPOP kemudian memberikan SPOP yang telah diisi
tersebut kepada wajib pajak untuk dikonfirmasi.

Wajib pajak mengecek data yang telah diisikan pada SPOP
mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah
itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi
pendataan.

3.4. Memverifikasi Data Objek Pajak

Berdasarkan sket, peta desa/ kelurahan serta relatif bidang,
fungsi pendataan meneliti dan atau tidaknya perubahan data
mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, fungsi
pendataan akan menyalin data yang tersedia ke SPOP. Jika
ada perubahan, maka fungsi pendataan akan melakukan
revisi terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, baik
dengan data lama yang tidak berubah maupun data baru hasl
revisi, akan diserahkan ke wajib pajak.

Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka
kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib
pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.
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LANGKAH 4

Fungsi pendataan memberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang
telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan
diteliti dan diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendirt terdini dari
melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu mencocokan SPOP yang
sudah lengkap dengan sket/ peta blok/ ZNT.
LANGKAH 5

Berdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan

(DBKB), peta blok, SPOP, serta net konsep sket/ peta ZNT, fungsi
pendataan akan meneliti data-data masukan ini kemudian
menyerahkanya ke fungsi pengolahan data.
LANGKAH 6

Fungsi pengolahan data menyimpan data - data ini ke
dalam basis data mereka lalu mengembalikan dokumen — dokumen
aslinya ke fungsi pendataan. Fungsi pendataan kemudian akan

menyimpan dokumen — dokumen ini kedalam arsip yang sesuai.

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR (¢ TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN -

PROSEDUR PENILAIAN OBJEK PAJAK
A. GAMBARAN UMUM
Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, fungsi penilaian
Badan Pendapatan Daerah akan menilai objek pajak, baik yang
didaftarkan oleh wajib pajak sendiri maupun yang didata oleh fungsi
pendataan. Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun
bangunan ini, fungsi penilaian dapat menilai secara massal maupun
individual.
B. PIHAK TERKAIT
1. FUNGSI PENILAIAN
Merupakan bagian dari organ Badan Pendapatan Daerah
yang mengumpulkan data objek pajak langsung kelapangan.
Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data
kelapangan hingga penyimpanan data-data yang berhasil
diperoleh ke dalam arsip.
2. FUNGS! PENDATAAN
Fungsi pendataan adalah pihak yang menyerahkan SPOP
ke fungsi penilaian agar objek — objek pajak yang terdata dapat
dinilai.
C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS
Untuk penilaian massal, ada tiga macam penilailan yang
dapat dilakukan, yaitu penilaian massal tanah, penilaian massal
bangunan dengan daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek
pajak standar dan juga daftar biaya komponen bangunan (DBKB)

objek pajak non standar. Berikut penjelasannya.
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PENILAIAN MASSAL TANAH

LANGKAH 1

Fungsi penilaian mempersiapkan dokumen ~ dokumen yang
diperlukan untuk menilai tanah secara massal. Dokumen -
dokumen ini terdiri dari peta wilayah, peta desa/ kelurahan.
Peta blok, peta ZNT, ZNT lama, data nilai indikasi rata -rata
(NIR), data dari laporan notaris/ PPAT, data potensi
pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan tanah.
LANGKAH 2

Fungsi penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk
menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan
digunakan fungsi penilaian untuk menentukan nilai pasar
tanah permeter persegi.

LANGKAH 3

Fungsi penilaian membuat batas imanijer zona nilai tanah
(ZNT) untuk membuat batas imajiner zona nilai tanah (ZNT)
untuk membuat konsep peta ZNT dengan batas imanijer.
Konsep peta ini akan digunakan untuk menganalisis data
penentuan NIR.

LANGKAH 4

Fungsi penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan

digunakan untuk menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP)
bumi. Daftar NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini.
NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam
menghitung PBB terhutang.

PENILAIAN MASSAL BANGUNAN DENGAN DBKB OBJEK
PAJAK STANDAR

LANGKAH 1

Fungsi penilaian membuat volume jenis pekerjaan serta data
harga satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana
anggaran biaya bangunan

LANGKAH 2

Setelah memiliki biaya dasar total bangunan, fungsi
penilaian menghitung biaya dasar  keseluruhan
bangunan untuk  mendapatkan DBKB objek pajak

standar.
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LANGKAH 3

Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan standar. NJOP
bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP
ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam
menghitung PBB terutang.

PENILAIAN MASSAL BANGUNAN DENGAN DBKB OBJEK
PAJAK NON STANDAR

LANGKAH 1

Fungsi penilaian menyusun daftar komponen bangunan

untuk menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai
komponen material bangunan, serta nilai komponen fasilitas
bangunan

LANGKAH 2

Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan, daftar
nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai
komponen fasilitas bangunan tersebut, fungsi penilaian
membuat DBKB objek pajak non standar.

LANGKAH 3

Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan non standar.
NJOP bangunan non standar merupakan keluaran dari tahap
ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen
dalam menghitung PBB terutang.

Sementara itu, penilaian individual memiiki tiga jenis
pendekatan, yaitu pendekatan data pasar (untuk pasar),
pendekatan biaya (untuk tanah dan bangunan) dan juga
pendekatan kapitaliasi pendapatan. Berikut penjelasannya.
PENILAIAN DENGAN PENDEKATAN DATA PASAR (UNTUK
PASAR)

LANGKAH 1

Fungsi penilaian melakukan persiapan kegiatan menilai objek
pajak ; membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen —
dokumen pendukung seperti SPOP dan Lembar Kerja Objek
Khusus (LKOK).

LANGKAH 2

Fungsi penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan

membandingkannya dengan objek pajak terkait. Jika
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selisihnya kurang dari 10% terhadap NIR, fungsi penilaian
akan menggunakan NIR sebagai dasar penetapan PBB.
Namun, jika selisihnya lebih dari 10%, fungsi penilaian akan
membuat rekomendasi NIR untuk penilaian periode
berikutnya.
LANGKAH 3

Fungsi penilaian menentukan NJOP bumi. NJOP bumi

merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan

sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB

terutang.

PENILATAN DENGAN PENDEKATAN BIAYA ( UNTUK TANAH

DAN BANGUNAN))

LANGKAH 1

Fungsi penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan

LKOK objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang

dilakukan sama dengan pada tahap penilaian dengan

pendekatan data pasar. Semenara itu, untuk bangunan,

fungsi penilaian perlu menghitung nilai perolehan baru

bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan.

LANGKAH 2

Fungsi penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan

bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan

keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai

salah satu komponen dalam menghitug PBB terutang.

PENILAIAN DENGAN PENDEKATAN KAPITALISASI

PENDAPATAN (UNTUK BANGUNAN)])

LANGKAH 1

- Fungsi penilaian melakukan penilaian objek Pajak Bumi
dan Bangunan dengan cara menghitung atau
memperkirakan seluruh pendapatan objek pajak dalam
satu tahun dikurangi dengan tingkat kekosongan dan biaya

- biaya operasi. Selanjutnya dari pendapatan bersih objek
pajak dikapitalisasikan dengan tingkat kapitalisasi tertentu
yang telah ditetapkan untuk mendapatkan NJOP.

- Fungsi penilaian menentukan NJOP Bumi dan Bangunan,

NJOP Bumi dan/atau Bangunan merupakan keluaran
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dari tahapan ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah

satu komponen dalam menghitung PBB-P2 terutang.

BUPATI GUNUN MAS,

JAYA SAMAYA MONONG
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR (¢ TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

PROSEDUR PENETAPAN PBB
A. GAMBARAN UMUM
Prosedur penetapan ini mencakup tahapan fungsi
penetapan dalam mencetak dan menyampaikan  Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT)} kepada wajib pajak.
Dalam proses distribusi SPPDT, Fungsi Penetapan dibantu oleh
petugas ditempat pembayaran PBB P2. Disamping itu, prosedur ini
juga mencakup proses keberatan yang mungkin diajukan oleh wajib
pajak.
B. PIHAK TERKAIT
1. FUNGS!I PENGOLAHAN DATA
Fungsi pengolahan data merpakan pihak yang menyediakan
basis-basis data : data pasar, DBKB, peta blok, SPOP, serta
konsep net sket/ peta ZNT untuk digunakan oleh fungsi
penetapan,
2. FUNGS! PENETAPAN
Fungsi penetapan merupakan pihak yang mencetak SPPDT, SSPD
serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) berdasarkan
basis data yang disediakan oleh Fungsi Pengolahan data,
menyimpan data di arsip mereka serta menyampaikannya ke
tempat pembayaran PBB.
3. TEMPAT PEMBAYARAN PBB
Petugas di tempat pembayaran PBB-P2 adalah pihak yang
menyerahkan DHKP lembar pertama kepada petugas pemungut,
SPPT dan WP, serta menyimpan DHKP lembar kedua dan STTS
didalam arsip mereka.
4. WAJIB PAJAK
Wajib pajak adalah pihak yang berkewajiban membayar PBB

sekaligus memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika
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merasa ada ketidaksesuaian, misalnya tentang jumiah
pajak terutang yang harus dibayar.

5. FUNGSI PELAYANAN
Fungsi pelayanan merupakan pihak yang menerima data ~ data
yang disampaikan wajib pajak dalam rangka mengajukan
keberatan serta memverifikasinya.

6. KEPALA SOPD
Kepala SOPD merupakan pihak yang membuat surat keputusan
mengenai keberatan yang diproses berdasarkan berita acara
pemeriksaan.

. LANGKAH LANGKAH TEKNIS

LANGKAH 1

Fungsi penetapan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT), Surat Tanda Terima Sementara (STTS), serta dua lembar

daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) berdasarkan data pasar,
DBKB, peta blok, SPOP, dan net konsep sket/ peta ZNT yang
diperoleh dari Fungsi Pengolahan Data.

LANGKAH 2

Fungsi penetapan menyerahkan DHKP serta STTS ketempat

pembayaran PBB-P2. Tempat pembayaran PBB-P2 akan menyimpan
STTS dan lembar pertama DHKP kedalam arsip masing — masing
kemudian menyerahkan lembar kedua DHKP kepada petugas.
Fungsi penetapan juga akan mendistribusikan SPPT ke wajib pajak
melalui petugas.

LANGKAH 3

Wajib pajak yang merasa keberatan dalam jumlah pajak terutang

mengajukan keberatan dengan cara menyerahkan surat keberatan,
SPPT/ surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung yang
diperlukan kepada fungsi pelayanan.

LANGAH 4

Fungsi pelayanan memverifikasi surat kebenaran keberatan, SPPT/
surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung yang diserahkan
oleh wajib pajak. Jika tidak sesuai, keberatan tidak dapat diproses
sehingga data - data tersebut dikembalikan kepada wajib pajak
terkait. Namun jika sesuai, data — data tersebut akan diteruskan ke

fungsi penetapan.
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LANGKAH 5

Fungsi penetapan memeriksa surat keberatan, SPPT/ surat
ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung. Jika dapat diproses
lebih lanjut, fungsi penetapan akan menerbitkan berita acara (BA)
pemeriksaan dan memberikannva ke Kepala Badan Pendapatan
Daerah.

LANGKAH 6

Kepala Bapenda membuat surat keputusan berdasarkan Berita
Acara pemeriksaan dan menyerahkannya ke fungsi penetapan untuk

diteruskan ke wajib pajak.

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR [® TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

PROSEDUR PEMBAYARAN PBB-P2

B. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran ini menjabarkan alternatif cara

pembayaran PBB-P2 yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu

melalui petugas pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk

seperti bank dan/ atau kantor pos tertentu atau melalui tempat

pembayaran elektronik.
B. PIHAK TERKAIT

3.

4.

1. WAJIB PAJAK

Wajib pajak merupakan pihak yang menyerahkan surat
pemberitahuan pajak terutang (SPPT), baik ke petugas
pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk, ataupun tempat
pembayaran elektronik.

PETUGAS PEMUNGUT

Petugas pemungut PBB-P2 adalah petugas yang melakukan
pemungutan memmverifikasi dan mencocokan data WP lalu
menyiapkan STTS sebagai tanda bukti pelunasan kepada wajib
pajak.

TEMPAT PEMBAYARAN PBB-P2

Petugas ditempat pembayaran PBB-P2 merupakan pihak yang
melakukan pemungutan dan penerimaan akan memverifikasi
dan menandatangani STTS, menyiapkan daftar realisasi
peneriman harian , menyetor PBB-P2 ke kas daerah dan
membuat buku penerimaan dan penyetoran.

TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK

Petugas di TPE akan mencatat pembayaran PBB-P2 yang
dilakukan WP melalui TPE terkait.



C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

Terdapat tiga cara pembayaran PBB-P2 yang dapat dipilih oleh wajib
pajak, yaitu ke petugas pemungut, ke tempat pembayaran yang
ditunjuk, atau melalui tempat pembayaran elektronik (TPE). Berikut
adalah penjelasan teknis mengenai ketiganya.
C.1. PEMBAYARAN PBB KE PETUGAS PEMUNGUT

LANGKAH 1

Petugas pemungut melakukan verifikasi atas SPPT yang

diserahkan oleh wajib pajak serta mencocokan data pada SPPT
dan data di DHKP (lembar pertama). Setelah itu, petugas
pemungut meyiapkan tanda terima sementara (TTS).
LANGKAH 2

Petugas pemungut membuat daftar pembayaran PBB-P2 atas
setiap pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak dan menyerahkan
TTS kepada wajib pajak sebagai bukti sementara atas
pembayaran PBB-P2.

LANGKAH 3

Berdasarkan daftar pembayaran PBB-P2 dari tugas pemungut,
tempat pembayaran PBB-P2 melakukan verifikasi atas
STTS (tiga lembar) dan menandatanganinya.
Kemudian, tempat pembayaran PBB-P2 memberikan
lembar pertama STTS kepada wajib pajak.

LANGKAH 4

Wajib pajak menerima STTS lembar pertama dari tempat

pembayaran PBB-P2 kemudian menukarkan TTS yang
dipegangnya ke petugas pemungut. Petugas pemungut akan
menyampan TTS ini ke dalam arsip.

LANGKAH 5

Tempat pembayaran PBB-P2 melakukan pencatatan PBB-P2
yang telah diterima baik di daftar realisasi serta buku
penerimaan dan penyetoran PBB-P2.

LANGKAH 6

Tempat pembayaran PBB-P2 menyetorkan PBB-P2 yang telah
disetorkan ke kas bank. STTS lembar kedua akan diserahkan
kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan disimpan
ke dalam arsip TTS ditempat pembayaran PBB-P2. Setelah



C.2

C.3.
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menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB-P2 akan
menerima surat tanda setoran {STS) sebanyak dua lembar.
LANGKAH 7
Tempat pembayaran PBB-P2 akan mencatat penyetoran pada
buku penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan
lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan
menyimpan lembar keduanya di dalam arsip.
PEMBAYARAN PBB KE TEMPAT PEMBAYARAN YANG DITUNJUK
LANGKAH 1
Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi atas
SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak, mencocokan data wajib
pajak, kemudian menandatangani STTS (tiga lembar) lembar
pertama STTS diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti
pembayaran PBB-P2.
LANGKAH 2
Tempat pembayaran PBB-P2 melakukan pencatatan PBB-P2 yang

telah diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan
penyetoran PBB-P2.

LANGKAH 3

Tempat penyetoran PBB-P2 menyetorkan PBB-P2 yang telah
dibayarkan ke kas bank. STTS lembar kedua akan diserahkan

kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke

dalam aresip TTS di tempat pembayaran PBB-P2. Setelah
menyetorkan PBB-P2 ke bank, tempat pembayaran PBB-P2 akan
menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar.
LANGKAH 4

Tempat pembayaran PBB-P2 akan mencatat penyetoran pada buku
penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar
pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan
lembar keduanya di dalam arsip.

PEMBAYARAN PBB-P2 KE PEMBAYARAN ELEKTRONIK (TPE)
LANGKAH 1

Wajib pajak mengisi data SPPT di TPE lalu menyerahkan bukti atas
pembayaran yang telah dilakukannya baik melalui Anjungan Tunai
Mandiri (ATM), telepon seluler dan/ atau internet, kepada TPE.
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LANGRKAI] 2

TPE membuat daftar pembayaran PBB-P2 berdasarkan bukti bavar

kemudian mengembalikan hukti bavar tersebut ke wajib pajak.

Kwmudian, wajibh pajak memberikan bukti bayar ke tempat

pembayaran PBB-12 ntuk memperolely STTS,

LANGKAH 3

Tempat pembayvaran vang di tunjuk melakukan verifikasi atas SPPT

vang discrahkan oleh wajib pajak dan kemudian menandatangani

STTS {tiga lembar). Lembar pertama 3TTS diserahkan kepada wajib

pajak sebagai bukti pembavaran PRB.

LANGKAH 4

Tempat pembayaran PBB-P2 melakukan pencatatan PBB-P2 vang

telah diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan

dan penyetoran PBB-P2.

LANGRAH 5

Tempat penyectoran PBB-P2 menvetorkan PBB-P2 vang tclah

dibavarkan ke kas bank. STTS kedua akan diserahkan kepada

bendahara penerimaan dan vang ke tiga akan disimpan ke dalam

arsip STTS di tempat pembayaran PBB-P2. Setelah menyetorkan

PBB ke hank. tempat pembavaran PBB-P2 akan menerima surat
wida seloran {(8TS) sebanvak dua lembar,

LANGKAH 6

Tempat pembavaran PBB-P2 akan mencatat penyeroran pada

buku penerimaan dan penvetoran kemudian menverahkan

lembar pertama STS  kepada  bendahara  penerimaan dan

menyvimpan  lembar keduanva didaiam arsip.

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR [ TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

PROS%)DUR PENGURANGAN PBB-P2
¢ .
A. GAMBARAN UMUM
Prosedur pengurangan PBB-P2 merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Penagihan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas
permohonan pengurangan PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak. Fungsi
Penagihan kemudian memeriksa surat permohonan pengurangan
PBB-P2 beserta data pendukung terkait objek pajak.
Penyelesaian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan
Kepala Daerah.
B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan
atas PBB-P2.
2. Fungsi Pelayanan
Fungsi Pelayanan merupakan pihak yang menerima dan
memverifikasi surat permohonan pengurangan PBB-P2 beserta
data pendukung yang disampaikan Wajib Pajak serta
menerbitkan tanda terima permohonan pengurangan PBB-P2 dan
meneruskannya ke Fungsi Penagihan.
3. Fungsi Penagihan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :
- memeriksa permohonan pengajuan keberatan atau
pengurangan PBB-P2
- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan
- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Keberatan atau
Pengurangan PBB-P2 atau Surat Keputusan menerima

Keberatan atau Pengurangan PBB-P2.
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C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Wajib Pajak menyerahkan Surat Permohonan Pengurangan PBB-
P2 heserta data pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

2. Fungsi Pelayanan memverifikasi Surat Permohonan Pengurangan
PBB-P2 beserta data pendukung yang diserahkan oleh Wajib
Pajak. Jika sesuai dan dapat diproses, Fungsi Pelayanan
menerbitkan tanda terima permohonan Pengurangan PBB-P2 dan
surat permohonan Pengurangan PBB-P2 beserta data pendukung
tersebut diteruskan ke Fungsi Penagihan.

3. Fungsi Penagihan memeriksa surat permohonan Pengurangan
PBB-P2 beserta data pendukung. Jika dapat diproses lebih lanjut,
Fungsi Penagihan akan menerbitkan Berita Acara (BA)
Pemeriksaan dan memberikannva ke Kepala Badan Pendapatan
Daerah.

4. Kepala Bapenda membuat Surat Keputusan berdasarkan BA
Pemeriksaan dan menyerahkan ke Fungsi Penagihan untuk

diteruskan ke Wajib Pajak.

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR (» TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

PROSEDUR PENAGIHAN PBB-P2

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penagihan PBB-P2 ini dijalankan ketika wajib

pajak terlambat membayar PBB-P2 dan/atau membayar dengan

jumlah yang kurang. Fungsi penagihan dapat memproses hal ini

dengan menggunakan dokumen-dokumen berupa surat penagihan

pajak (STP), surat teguran, dan/ atau surat paksa.
B. PIHAK TERKAIT

1.

FUNGSI PENAGIHAN

Fungsi penagihan adalah pihak yang menerbitka dan mengirim
surat tagihan pajak ke wajib pajak serta menerbitkan surat
teguran hingga surat paksa jika wajib pajak tidak melunasi PBB-
P2-nya.

. WAJIB PAJAK

Wajib pajak akan menerima surat tagihan pajak terutangnya
dan menindaklanjuti surat tersebut, baik membayar PBB-P2-
nya maupun tidak.

FUNGSI PENGOLAHAN DATA

Fungsi pengolahan data adalah pihak yang menyediakan daftar
tungakan PBB-P2 ke fungsi penagihan sebagai dasar
penerbitan surat tagihan pajak.

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS
LANGKAH 1
Fungsi penagihan meminta daftar tunggakan PBB-P2 kepada fungsi
pengolahan data. Lalu, daftar ini akan diteliti sebagai acuan
penerbitan surat tagihan pajak/ STP (dua lembar).



LANGKAH 2

Fungsi penagihan menyimpan kedua STP ke dalam arsip dan
menyerahkan lembar pertamanva kepada wajib pajak.

LANGKAH 3

Wajib pajak penerima STP akan melakukan penyetoran PBB-P2
sesuai cara pembayvaran yvang dipilihnya. Penyetoran PBB-P2 ini
secara otomatis akan memperbaltarui daftar tunggakan PBB-P2 yang
dimiliki oleh fungsi pengolahan data. Namun, jika wajib pajak tetap

tidak membayar, fungsi penagihan akan menerbitkan surat teguran.

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR % TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

PROSEDUR KEBERATAN PBB-P2

A. Gambaran Umum

Prosedur kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian
keberatan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Bapenda terhadap

pengajuan keberatan PBB-P2 yang wewenang penyelesaiannya

merupakan wewenang Kepala Badan.
B. Pihak Terkait

1.

Wajib pajak

Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah
dan/atau bangunan.

Fungsi pelayanan

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Pemberitahuan
Objek Pajak (SPOP) sebagai media wajib pajak
mendaftarkan objek pajak mereka. Fungsi pelayanan akan
memproses registrasi objek pajak yang dilakukan wajib
pajak hingga meneruskan data tersebut ke fungsi
pendataan.

Fungsi pendataan

Merupakan pihak yang menerima data mengenai objek pajak
yang didaftarkan wajib pajak melalui fungsi pelayanan.
Fungsi pendataan juga akan melakukan tindak lanjut jika
SPOP bermasalah. Kemudian, data yang telah diperiksa akan

disimpan baik dalam arsip maupun basis data.

C. Prosedur Kerja Penelitian Keberatan PBB-P2

1.

Berdasarkan berkas pengajuan keberatan PBB-P2 yang telah
memenuhi persyaratan dan wewenang penyelesaiannya
adalah wewenang Kepala Badan serta pelaksanaan penelitian
atas keberatan PBB-P2 tersebut dilaksanakan oleh Badan,
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dari Petugas pelayanan menyerahkan berkas pengajuan
keberatan, dan Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan
Keberatan kepada Kepala Seksi.

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan
Retribusi Daerah setelah menerima berkas dari Petugas
Pelayanan memerintahkan Pelaksana Seksi Pendaftaran dan
Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah untuk membuat Surat
Tugas Penelitian.

Pelaksana Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi
Daerah membuat konsep Surat Tugas dan menyerahkan
kepada Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak
dan Retribusi Daerah.

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan
Retribusi Daerah meneliti, menyetujui dan memaraf,
kemudian meneruskan konsep Surat Tugas kepada Kepala
Bidang.

Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani
Surat Tugas.

Berdasarkan Surat Tugas yang telah ditandatangani, petugas
peneliti (Pelaksana Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian
Pajak dan Retribusi Daerah, Penilai PBB-P2, atau petugas
lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan) melaksanakan

penelitian di kantor.

Apabila tidak diperlukan rekomendasi penilaian, dilanjutkan ke

prosedur kerja II. 13.

Apabila diperlukan rekomendasi penilaian, petugas peneliti

melaporkan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi.

7.

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan
Retribusi Daerah memerintahkan Pelaksana membuat Surat
Tugas penelitian di lapangan dan Surat Pemberitahuan
Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB-P2.

Pelaksana Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi
Daerah membuat konsep Surat Tugas dan konsep Surat
Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan
Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsep dimaksud
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kepada Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak
dan Retribusi Daerah.

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan
Retribusi Daerah . meneliti, menyetujui dan memaraf,
kemudian meneruskan konsep surat kepada Kepala Bidang.
Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani
Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di
Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB-P2.

Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan
Keberatan PBB-P2 disampaikan kepada Wajib Pajak.
Surat Tugas diserahkan kepada Pejabat Fungsional Penilai/ Petugas

Penilai.

11.

12.

13.

Berdasarkan Surat Tugas Pejabat Fungsional
Penilai/Petugas Penilai melaksanakan penilaian/penelitian
di lapangan yang menghasilkan Analisis Nilai/Laporan
Penilaian/Berita Acara Pengukuran.

Berdasarkan Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara
Pengukuran, Pejabat Fungsional Penilai/Petugas Penilai
membuat dan menandatangani Kertas Kerja Penilaian (KKP)
dan menyerahkan KKP yang dilampiri Analisis Nilai/Laporan
Penilaian/Berita Acara Pengukuran kepada Petugas Peneliti,
Prosedur kerja dilanjutkan ke prosedur kerja I1.19.

Apabila menurut pertimbangan Petugas Peneliti tidak
memerlukan rekomendasi penilaian, Petugas Peneliti
mempertimbangkan apakah perlu dilaksanakan penelitian di
lapangan.

Apabila tidak diperlukan penelitian di lapangan, dilanjutkan ke

prosedur kerja I1.19.

Apabila diperlukan penelitian di lapangan, petugas peneliti

melaporkan kepada Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian
Pajak dan Retribusi Daerah.

14.

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan
Retribusi Daerah memerintahkan Pelaksana membuat Surat
Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas
Pengajuan Keberatan PBB-P2.



15.

16.

17.
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Pelaksana Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi
Daerah membuat konsep Surat Tugas dan Surat
Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan
Keberatan PBB-P2, kemudian menyerahkan konsep
dimaksud kepada Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan
Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah.

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan
Retribusi Daerah meneliti, menyetujui dan memaraf,
kemudian meneruskan konsep surat ke Kepala Bidang.
Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani
Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di
Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB-P2.

Surat Tugas disampaikan kepada Petugas Peneliti dan Surat

Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan
PBB disampaikan kepada Wajib Pajak.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Petugas Peneliti melaksanakan penelitian di lapangan.
Petugas Peneliti membuat Konsep SK Keberatan berdasarkan
Laporan Hasil Penelitian (LHP)} Keberatan PBB-P2,
menandatangani LHP dan menyerahkan kepada Kepala Sub
Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi
Daerah.

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan
Retribusi Daerah meneliti, menandatangani Konsep SK
Keberatan dan LHP dan kemudian menyerahkan Konsep SK
dan LHP kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani
Konsep SK dan LHP.

Kepala Bidang memerintahkan Kepala Sub Bidang
Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah
Perpajakan untuk meneruskan berkas pengajuan Keberatan
Konsep SK Keberatan dan LHP kepada Kepala Badan.
Kepala Badan meneliti, menyetujui dan menandatangani SK
Keberatan PBB-P2.



24.
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Salinan 8K Keberatan PBB-P2 disampaikan kepada Wajib
Pajak, Kepala Bidang sebagai dasar untuk segera
memperbailkl data ohjek pajak pada hasis data SISMIOP

sesuai keputusan Keberatan

BUPAT! GUNUNG MAS.

JAYA SAMAYA MONONG



